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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
penegakkan hukum baik dalam kejahatan extraordinary crime dan
kejahatan konvensional, khusus pidana narkotika diatur dalam Undang-
Undang No. 35 tahun 2009, yang memiliki kewenangan penyidikan
narkotika di dalam Pasal 81 Undang-Undang 35 vyaitu, Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika
Nasional dengan dasar Undang-Undang tersebut kepolisian memiliki
wewenang dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan
narkotika di wilayah hukum Polres Bima. Oleh karena itu segala hal yang
berkaitan dengan narkotika (yang mempunyai efek buruk) harus segera
diberantas dengan cepat. Selain itu, narkotika membutuhkan aparat dan
aturan yang jelas dan pasti karena narkotika merupakan tindak pidana yang
sangat sulit diberantas.

1. Terdapat beberapa Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian
dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika diwilayah
hukum Polres Bima yaitu: pertama faktor SDM atau kurangnya anggota
reserse narkoba Polres Bima, yang dapat mempersulit penangkapan pelaku
tindak pidana narkotika. Yang kedua adalah Sarana dan Prasarana yang
kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mempersulit

penyidik dalam mengungkap kasus peredaran dan penyalahgunaan



74

narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi
adanya narkotika pada setiap paket atau pada barang titipan Kkilat.
Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik
dalam mengungkap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya
Kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian
adanya tindak pidana narkotika, karena informasi dari masyarakat sangat
dibutuhkan oleh pihak kepolisian.
B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Bima, Polres Bima dituntut untuk meningkatkan
kinerjanya dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan narkotika di
wilayah hukum Polres Bima. Selain itu, mereka harus memanfaatkan
sumber daya yang tersedia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
mereka, dan secara konsisten mengkomunikasikan kekurangan sumber
daya manusia dan infrastruktur di Polres Bima kepada atasan mereka.
Penggabungan fasilitas baru diharapkan tidak mengurangi prioritas
penanganan masalah penyalahgunaan narkotika. Polres Bima dapat
membangun sistem informasi dan komunikasi untuk menjembatani
kesenjangan antara penegak hukum dan masyarakat, sehingga hambatan
komunikasi dapat teratasi.

2. Kepada Masyarakat Wilayah hukum Polres Bima, membutuhkan
dukungan dan partisipasi dari masyarakat untuk mengatasi secara efektif

permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
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